DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, Jakarta,
Kencana, 2006.

Handri Raharjo, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009.

Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang
Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Yogyakarta, Total Media, 2009.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Digital,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta, FH UII Press, 2014.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2017.

Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Pedoman Penulisan Tugas Akhir
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Jurnal

Ribka Angelia M Sianipar, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang
Saham Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607K/PDT/2011”,
Premise Law Journal, vol. 1, No. 2, 2013.

M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, “Hukum  Perseroan Terbatas dan
Perkembangannya di Indonesia”, Business Law Review, Vol. 3, 2017, him.
22.

Bustami Saladin, “Prinsip Musyawarah dalam Al Qur’an”, el-Umdah Jurnal Ilmu
al-Quran dan Tafsir, Volume 1, Nomor 2, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
UIN Mataram, 2018.

Muhammad Anwar Ibrahim, “Analisis Hukum Atas Peran dan Tanggung Jawab
Direktur Nominee dalam Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Statuta,
Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2023.

Beni Agus Saputro, Arga Andhika Putra Wibawa, dan Suwardi, “Keabsahan
Perkawinan Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Hukum Bisnis Noratama, Vol 7 No. 4, 2023.

63



Shafira Andiena Qoyyumi Permadi, Ariawan, “Tanggung Jawab Komisaris
Perusahaan Perseroan Bumn ditinjau Dari UU No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas”, Cakrawala Repositori IMWI, Vol. 6 No. 2, IMWI,
2023.

Gabriel Sibtua Sianturi, Arif Wicaksana, “Analisis Yuridis Penyelenggaraan
RUPSLB PT KTI yang Diduga Dilakukan Secara Melawan Hukum (Studi
Putusan PN No 236/Pdt.G/2019/PN Bdg Jo PT NO 484/Pdt/2020/PT Bdg)”,
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 4, Fakultas Hukum Universitas
Trisakti, 2024.

Intan Imadhani, Budi Santoso, “Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada
Proses Jual Beli di Bawah Tangan”, NOTARIUS, Volume 17 Nomor 3 ,
2024.

Sumirahayu Sulaiman, Nadzif Ali Asyari, Syahriati Fakhriah, Neneng Puspitasari,
Muhammad Syahrial Fitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang
Saham dalam Perusahaan Syariah”, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No.
2,2024.

Kaltzum Salzabiela A Paseng, ‘“Pemberhentian Direktur Tanpa Kesempatan
Membela Diri Melalui RUPSLB (Studi Kasus Putusan Nomor
143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw)”, Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik
dan Humaniora, Volume 2, Nomor 1, LPKD, 2025.

Natasya Glorya Pontoh, Djefry W. Lumintang, Vecky Y. Gosal, “Kewenangan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang
Direksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20077, Lex
Administratum, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Unsrat, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan,
dan Pengalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3741).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841).

Putusan Pengadilan

64



Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor
141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor
142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw.

Tugas Akhir

Dwiki Ary Satria, 2021: Tinjauan Yuridis Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi
Melalui Media Teleconference dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
(Skripsi). Malang: UMM.

Runik Erwanto, 2024: Pertanggung Jawaban Hukum Direktur PT Telaga Mas Atas
Tindakan Ultra Vires Terhadap Perusahaan (Studi Kasus dalam Perkara
PKPU Nomor Regester : 55/Pdt.Sus/PN.Niaga/PN.Sby) (Tesis). Semarang:
UNISSULA.

Nora Listika Siahaan, 2024: “Keabsahan Rups Melalui Penetapan Pengadilan
dalam Penggantian Direksi Dan Dewan Komisaris (Studi Putusan Nomor
11/PDT.G/2021/PN.Mtk.)” (Skripsi). Sumatera Utara: USU.

Bahan Internet

Made Passek Reza Swandira, “Kepentingan Wajar Pemegang Saham dalam
Pengajuan Permohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Pengadilan Negeri”, terdapat dalam https://siplawfirm.id/kepentingan-
wajar-pemegang-saham-dalam-pengajuan-permohonan-penetapan-rapat-
umum-pemegang-saham-pada-pengadilan-negeri/. Diakses pada tanggal 03
Maret 2025.

https://quran.nu.or.id/ali-imran/159. Diakses pada tanggal 26 April 2025.

Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1636, https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1636.
Diakses pada tanggal 26 April 2025.

Ramos Adi Perisai, “Hak Gugat Direksi Jika Diberhentikan Tanpa Membela Diri”,
terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-gugat-direksi-
jika-diberhentikan-tanpa-membela-diri-cl525/. Diakses pada tanggal 22
Mei 2025.

Bahan Kuliah

Bahan kuliah Hukum Perusahaan, Riky Rustam, Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia.

65


https://siplawfirm.id/kepentingan-wajar-pemegang-saham-dalam-pengajuan-permohonan-penetapan-rapat-umum-pemegang-saham-pada-pengadilan-negeri/
https://siplawfirm.id/kepentingan-wajar-pemegang-saham-dalam-pengajuan-permohonan-penetapan-rapat-umum-pemegang-saham-pada-pengadilan-negeri/
https://siplawfirm.id/kepentingan-wajar-pemegang-saham-dalam-pengajuan-permohonan-penetapan-rapat-umum-pemegang-saham-pada-pengadilan-negeri/
https://quran.nu.or.id/ali-imran/159
https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1636
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-gugat-direksi-jika-diberhentikan-tanpa-membela-diri-cl525/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-gugat-direksi-jika-diberhentikan-tanpa-membela-diri-cl525/

